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Abstrak 

Dinas XYZ, sebuah Organisasi Perangkat Daerah dengan fokus pada pelayanan publik dalam bidang 

teknologi dan informasi, bertanggung jawab atas pengembangan aplikasi e-kelurahan. E-kelurahan 

adalah platform berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan database kependudukan, 

bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di tingkat Kelurahan. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis tingkat kematangan implementasi e-kelurahan di Dinas XYZ menggunakan 

pendekatan COBIT 5.0, khususnya pada domain Deliver, Service, and Support (DSS). Metode penelitian 

yang digunakan adalah self-assessment dengan standar level kapabilitas dan skala rating. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Dinas XYZ berada pada level 1 (Initial) dalam tata kelola TI, dengan 

penilaian yang lebih rendah pada beberapa aspek khusus. Dua kesenjangan diidentifikasi yang 

memerlukan perbaikan untuk mencapai level 3 (Established). Rekomendasi telah dirumuskan untuk 

meningkatkan kapabilitas proses DSS01 dari level 1 ke level 3, dengan fokus pada peningkatan indikator 

yang belum tercapai dan penguatan keseluruhan tata kelola TI organisasi. 

Kata Kunci: COBIT 5.0, DSS, Pengukuran Tingkat Kematangan 
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Abstract 

Dinas XYZ, a Regional Apparatus Organization with a focus on public services in the field of technology 

and information, is responsible for the development of the e-kelurahan application. E-kelurahan is an 

information technology-based platform integrated with the population database, aiming to improve 

governance at the Kelurahan level. This study aims to analyze the maturity level of e-kelurahan 

implementation at Dinas XYZ using the COBIT 5.0 approach, especially in the Deliver, Service, and 

Support (DSS) domain. The research method used is self-assessment with a standard capability level 

and rating scale. The results showed that Dinas XYZ was at level 1 (Initial) in IT governance, with lower 

ratings on some specific aspects. Two gaps were identified that require improvement to reach level 3 

(Established). Recommendations have been formulated to improve the capability of the DSS01 process 

from level 1 to level 3, with a focus on improving indicators that have not been achieved and overall 

strengthening of the organization's IT governance. 

Keywords: COBIT 5.0, DSS, Maturity Level Measurement 

 

PENDAHULUAN 

Dinas XYZ merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki 

tugas pokok dan fungsi dalam meningkatkan pelayanan publik dalam bidang teknologi dan 

informasi. Bidang aplikasi dan layanan e-government menangani beberapa pengembangan 

aplikasi dan salah satunya adalah e-kelurahan. E–kelurahan adalah sebuah platform 

pelayanan informasi kelurahan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan 

database kependudukan yang bertujuan untuk mewujudkan kemajuan tata kelola 

pemerintahan dalam bidang TI yang baik di tingkat Kelurahan. Dengan hanya 

menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pelayanan persuratan yang diinginkan 

oleh warga bisa langsung diproses dengan cepat dengan standar format surat yang sama 

di seluruh kelurahan. E-Kelurahan telah diimplementasikan sejak tahun 2013 di tiga 

kelurahan yakni kelurahan A, Kelurahan B dan Kelurahan C, lalu pada tahun 2017 akhir telah 

diimplementasikan ke 59 Kelurahan. Berdasarkan wawancara singkat dengan kepala bidang 

aplikasi dan layanan e-government pada tanggal 15 Desember 2019, Dinas XYZ 

bertanggung jawab melakukan pemeliharaan dan support terkait penerapan e- kelurahan 

di Kelurahan. Kegiatannya antara lain sosialisasi dan bimbingan teknis e-kelurahan, 

HelpDesk, serta dukungan sumber daya teknis. Target dan sasaran kegiatan tersebut adalah 

aparatur kelurahan yang menjadi admin e- kelurahan. Dari tugas dan fungsi yang telah 

disampaikan artinya Diskominfo mengelola operasi pada e-kelurahan dan kematangan 

proses dalam mengelola operasi ini perlu diukur untuk dapat senantiasa memberikan 

pelayanan yang baik.  
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Beberapa penelitian terkait telah dilakukan sebelumnya, misalnya seperti penelitian 

berjudul Evaluasi Pelaksanaan e-Government di Kota Semarang yang dilakukan oleh 

Zulfiyyan Effendy dan Ari Subowo (2018). Evaluasi tersebut menyoroti upaya pemerintah 

dalam menyiapkan infrastruktur digital di Kota Semarang. Meskipun telah dilakukan 

persiapan dan pematangan dengan baik, masih terdapat beberapa tahapan yang 

memerlukan perhatian lebih, seperti kurangnya website satu pintu dan akses terhadap 

beberapa website Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Faktor pendukung utama, seperti 

dukungan penuh dari pemerintah, aliran dana yang lancar, dan infrastruktur yang memadai, 

telah teridentifikasi. Namun, kendala seperti kurangnya payung hukum yang jelas, 

kekurangan SDM yang ahli, dan keterbatasan anggaran menjadi penghambat utama yang 

perlu ditangani. Dengan melihat temuan dari evaluasi sebelumnya, penelitian yang akan 

dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi solusi yang inovatif dan efektif untuk 

meningkatkan efektivitas e-government di Kota Semarang, serta menambah pemahaman 

terhadap kendala-kendala yang masih dihadapi dalam implementasinya. 

Di samping itu, terdapat pula penelitian berjudul Analisis Tingkat Kematangan e-

Government yang dilakukan oleh Titus Kristanto, Lefi Andri Lestari, dan Sulistyowati (2016). 

Penelitian tersebut mengambil studi kasus pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Surabaya, sebuah dinas pemerintahan yang fokus pada bidang perdagangan dan 

perindustrian. Meskipun telah menerapkan sistem e-government untuk memberikan 

pelayanan izin usaha dan informasi kepada masyarakat, terdapat kendala dalam tata kelola 

e-government yang belum matang. Hal ini berdampak pada pelayanan yang kurang 

maksimal. Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian tersebut menggunakan pendekatan 

COBIT 5 dalam mengevaluasi tingkat kematangan e-government. Metode yang digunakan 

adalah deskriptif kuantitatif dan kuesioner, dengan fokus pada beberapa domain COBIT 5 

seperti DSS05, APO013, DSS04, APO01, dan MEA01. Hasil pengukuran menunjukkan tingkat 

kematangan yang beragam di berbagai domain, dimana domain DSS05, APO13, dan MEA01 

mencapai Level 3 (Established Process), sementara domain DSS04 dan APO01 berada pada 

Level 2 (Managed Process). Melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi 

inovatif untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan e-government di Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya, serta memberikan wawasan baru terkait 

dengan tata kelola e-government yang matang. 

Terakhir, terdapat penelitian mengenai Analisis dan Evaluasi Tingkat Kematangan e-

Government Pada Information Architecture yang dilakukan oleh Sumijan dan Pradani Ayu 

Widya Purnama (2020). Penelitian tersebut mengambil studi kasus pada Pemerintah Daerah 

Kota Padang dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menilai implementasi e-
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government di wilayah tersebut. Meskipun telah menerapkan e-government dan setiap 

Organisasi Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD/SKPD) memanfaatkan 

teknologi informasi untuk operasional kegiatan masing-masing, masih terdapat 

permasalahan yang menunjukkan bahwa implementasi e-government belum optimal. 

Dengan menggunakan framework COBIT 5, penelitian ini menunjukkan tingkat kematangan 

yang baik dalam beberapa domain, meskipun masih diperlukan perhatian terhadap 

rekomendasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan untuk pengembangan dan 

penerapan e-government di Pemerintah Kota Padang. Hasil penelitian ini memberikan 

kontribusi dalam menentukan prioritas pengembangan tata kelola e-government di Kota 

Padang dan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang ini. 

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, evaluasi tingkat kematangan e-

government menggunakan framework COBIT 5 menjadi suatu hal yang krusial dalam 

memahami sejauh mana penerapan e-government telah berjalan di suatu daerah. Evaluasi 

ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam 

implementasi e-government, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian 

lebih untuk peningkatan efektivitas layanan publik. Namun, perlu dilakukan penelitian yang 

sejenis untuk mengeksplorasi tingkat kematangan e-government pada tingkat yang lebih 

spesifik, seperti tingkat kelurahan. Penelitian yang fokus pada tingkat kelurahan dapat 

memberikan pemahaman yang lebih mendetail mengenai implementasi e-government di 

level lokal, yang mungkin memiliki dinamika dan tantangan yang berbeda. 

Dengan judul "Analisis Tingkat Kematangan E-kelurahan Menggunakan COBIT 5.0 

Pada Domain DSS", penelitian ini akan menjembatani kesenjangan pengetahuan tersebut 

dengan mengeksplorasi tingkat kematangan e-government di tingkat kelurahan 

menggunakan pendekatan COBIT 5.0. Potensialnya, penelitian ini dapat membuka wawasan 

baru mengenai efektivitas penerapan e-government di tingkat lokal, serta memberikan 

rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di tingkat kelurahan. 

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan mengevaluasi tingkat 

kematangan e-kelurahan menggunakan framework COBIT 5.0 pada domain DSS. Penelitian 

ini bertujuan untuk memahami sejauh mana tingkat kematangan e-government telah 

tercapai di tingkat kelurahan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi 

tingkat kematangan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan 

pemahaman yang lebih komprehensif tentang efektivitas implementasi e-government di 

tingkat lokal, khususnya di tingkat kelurahan, yang dapat menjadi landasan untuk 

penyusunan strategi dan kebijakan yang lebih tepat guna dalam meningkatkan kualitas 

layanan publik di tingkat tersebut. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan untuk menganalisis sejauh mana tingkat kematangan terkait 

implementasi e-kelurahan Pada Dinas XYZ dengan menggunakan pendekatan COBIT 5.0 

pada salah satu domain yaitu Deliver, Service, and Support (DSS).Dalam penelitian ini 

metode yang digunakan adalah self-assessment dengan menggunakan standar level 

kapabilitas dan skala rating. Adapun hasil akhir dari penelitian ini yakni berupa rekomendasi 

untuk meningkatkan level saat ini menuju level yang diinginkan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Penentuan Domain 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, mengacu pada Rencana Strategi (RENSTRA) 

Dinas Kominfo periode 2016 – 2021 dengan teori yang ada di COBIT 5.0 maka domain yang 

digunakan hanya domain DSS01 yaitu mengelola operasi. Penelitian ini hanya berfokus 

dalam menentukan tingkat kematangan Dinas Kominfo dalam mengimplementasikan e-

kelurahan di Kota Samarinda. Pemilihan domain ini didasarkan pada beberapa poin yang 

ada di RENSTRA yaitu: 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi publik. 

2. Meningkatkan kualitas layanan manajemen data dan e-government dalam sistem 

yang terintegrasi.  

3. Menciptakan sumber daya manusia yang handal dan meningkatkan sarana dan 

prasarana yang berstandar di bidang TIK, statistik dan persandian. 

Berdasarkan pada 3 poin diatas yang telah dianalisis penulis serta mengacu pada 

wawancara serta observasi dengan teori yang ada pada domain DSS maka penulis hanya 

akan melakukan penelitian pada domain DSS01 yaitu mengelola operasi. 

Menentukan Tingkat Kemampuan saat ini. 

Dilihat pada tabel 1, total rata-rata yang didapatkan dari responden 1 – responden 7 

pada PA 1.1 adalah 78,6%. Sedangkan nilai rata – rata pada PA 2.1 adalah 26,2% dan PA 2.2 

adalah 3,6%. Pada tabel 4.3 nilai tingkat kapabilitas untuk proses DSS01 (manage 

operations) adalah 1 dengan nilai 78,6% dan rating “L” largely achieved yang berarti 

implementasi proses telah berjalan dan sebagian besar indikator untuk kapabilitas level 1 

telah dicapai. Atribut PA 2.1 berada pada rating “P” partially achieved dengan nilai 26,2% 

dan atribut PA 2.2 berada pada rating “N” not achieved dengan nilai 3,6%. 

Analisis Kesenjangan (Gap) 
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Analisis kesenjangan (gap analysis) dilakukan untuk mengetahui kesenjangan atau 

perbedaan yang terjadi antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Analisis 

kesenjangan terhadap tingkat kapabilitas implementasi e-kelurahan di Diskominfo dilihat 

dari nilai kapabilitas proses COBIT 5 kondisi saat ini dan nilai kapabilitas target yang ingin 

dicapai. 

Strategi Perbaikan Untuk Meningkatkan Level 1 Ke Level 2 

Tabel 1 Analisis Kesenjangan Gap 

Domain 
Tingkat kemampuan (Capability Level) 

Saat ini Diharapkan Kesenjangan-(Diharapkan-Saat ini) 

DSS01-Kelola Operasi 1 3 3-1=2 

Sumber: Data primer yang diolah (2020) 

Strategi perbaikan pada indikator proses atribut, dimana analisis dilakukan secara 

bertahap dengan setiap atribut level 1 sampai dengan target yang diinginkan yaitu level 3. 

Berikut ini uraian strategi perbaikan dari setiap proses atribut: 

1. PA 2.1 (Performance Management) 

Strategi perbaikan untuk atribut 2.1 yaitu: 

a. Menyusun rencana proses yang komprehensif: 

1) Menetapkan tujuan kinerja yang jelas untuk pengelolaan operasi e-kelurahan. 

2) Merinci rencana komunikasi proses pengelolaan yang akan diadopsi. 

3) Merinci rencana infrastruktur dan sumber daya yang akan digunakan dalam 

pengelolaan operasi. 

b. Menyusun dokumen proses yang terperinci: 

1) Menjelaskan peran dan tanggung jawab yang jelas ketika masalah terjadi. 

2) Menetapkan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, dikonsultasikan, atau 

diinformasikan kepada pihak terkait. 

c. Komunikasi yang jelas tentang tanggung jawab Diskominfo:  

1) Mengkomunikasikan secara jelas tanggung jawab kepada para stakeholder dan 

pihak terlibat. 

2) Memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana masalah akan ditangani dan 

siapa yang bertanggung jawab. 

3) Menetapkan mekanisme untuk membagi tanggung jawab di antara pihak yang 

terlibat. 
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Dengan mengadopsi strategi ini, Diskominfo dapat meningkatkan kinerja operasional 

e-kelurahan dan memastikan bahwa masalah dapat ditangani dengan cepat dan efektif. 

2. PA 2.2 (Work Product Management) 

Strategi perbaikan untuk atribut 2.2 yaitu: 

a. Menyusun standar atau persyaratan proses yang telah didefinisikan: 

1) Membuat standar yang jelas dan terdefinisi untuk setiap tahap proses pengelolaan 

operasional e-kelurahan. 

2) Menandai standar dengan adanya perencanaan kualitas yang mencakup kriteria-

kriteria kualitas pengelolaan proses. 

3) Rinci kriteria kualitas yang dapat digunakan sebagai indikator untuk meningkatkan 

operasional e-kelurahan. 

b. Mendokumentasikan hasil kerja dan kualitas proses: 

1) Mencatat setiap langkah dan keputusan yang diambil selama proses pengelolaan 

operasional e-kelurahan. 

2) Dokumentasikan hasil kerja termasuk produk, laporan, dan tindak lanjut yang 

dihasilkan dari proses tersebut. 

3) Menyimpan dokumentasi dengan baik dan mudah diakses oleh semua pihak yang 

terlibat. 

Dengan menerapkan strategi ini, Diskominfo dapat meningkatkan manajemen produk 

kerja dan kualitas proses pengelolaan operasional pada e-kelurahan. Hal ini akan membantu 

dalam memastikan bahwa produk kerja memenuhi standar yang ditetapkan dan proses 

berjalan dengan efisien. 

Strategi Perbaikan Untuk Meningkatkan Level 2 Ke Level 3 

1. PA 3.1 (Process Definition) 

Strategi perbaikan untuk atribut 3.1 yaitu: 

a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait proses pengelolaan 

operasional pada e-kelurahan: 

1) Membuat SOP yang mencakup rincian langkah-langkah yang harus diambil dalam 

mengelola operasi e-kelurahan. 

2) Menyertakan dalam SOP rincian tindakan yang harus diambil ketika kinerja proses 

operasional tidak mencapai target yang ditetapkan. 

3) Memastikan SOP disusun secara terperinci dan mudah dipahami oleh semua pihak 

yang terlibat dalam proses operasional. 

b. Membuat metode penilaian kesesuaian kegiatan operasional dengan SOP: 
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1) Mengembangkan metode atau alat penilaian untuk menilai sejauh mana kegiatan 

operasional pada e-kelurahan sesuai dengan SOP yang telah dibuat. 

2) Menetapkan kriteria yang jelas untuk mengevaluasi kesesuaian kegiatan 

operasional dengan SOP. 

3) Melakukan evaluasi rutin menggunakan metode ini untuk memastikan bahwa 

kegiatan operasional sesuai dengan standar yang ditetapkan. 

Dengan menerapkan strategi ini, Diskominfo dapat memastikan bahwa proses 

pengelolaan operasional pada e-kelurahan telah ditentukan dengan jelas melalui SOP, dan 

bahwa kegiatan operasional berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini 

akan membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional e-kelurahan serta 

memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal. 

2. PA 3.2 (Process Deployment) 

Strategi perbaikan untuk atribut 3.2 yaitu : 

a. Pengukuran Kinerja Kuantitatif: 

1) Melakukan pengukuran kuantitatif terhadap kinerja yang relevan dengan masing-

masing tujuan bisnis yang telah ditetapkan. 

2) Menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk memantau kemajuan 

pencapaian tujuan bisnis terkait proses deployment e-kelurahan. 

b. Penilaian Kinerja Kegiatan Operasional: 

1) Melakukan penilaian kinerja terkait kegiatan operasional pada e-kelurahan secara 

rutin sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. 

2) Memastikan bahwa kegiatan operasional dilaksanakan sesuai dengan SOP yang 

ada dan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan bisnis. 

c. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM): 

1) Mempekerjakan pegawai yang memiliki keahlian dan pengalaman yang sesuai 

dengan kegiatan operasional pada e-kelurahan. 

2) Memberikan pelatihan dan pendampingan secara teratur kepada pegawai agar 

mereka dapat mengoperasikan e-kelurahan dengan baik dan efisien. 

3) Mengelola sumber daya manusia dengan memperhatikan alokasi tenaga kerja 

yang optimal sesuai dengan kebutuhan operasional e-kelurahan. 

d. Analisis Hasil Pengukuran dan Pelaporan: 

1) Mengumpulkan data hasil pengukuran kinerja secara berkala. 

2) Menganalisis data tersebut untuk mengevaluasi sejauh mana kualitas kinerja 

proses deployment telah tercapai. 
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3) Melaporkan hasil analisis kepada pihak terkait untuk memonitor dan 

menindaklanjuti perbaikan yang diperlukan dalam proses deployment e-

kelurahan. 

Dengan menerapkan strategi ini, organisasi dapat memastikan bahwa proses 

deployment e-kelurahan dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta memberikan 

kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan bisnis yang telah ditetapkan.  

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa fokus 

pengelolaan operasi TI pada domain DSS01 merupakan prioritas utama berdasarkan 

Rencana Strategi (RENSTRA) Kominfo. Organisasi bertujuan untuk mencapai tingkat 

kemampuan level 3 (Established) dalam tata kelola TI. Evaluasi terhadap proses DSS01 

menggunakan framework COBIT 5 menunjukkan bahwa organisasi telah mencapai tingkat 

1 (Initial) dengan baik, namun terdapat penilaian yang lebih rendah pada PA 2.1 dan PA 

2.2. Dari penelitian ini, teridentifikasi adanya dua kesenjangan yang perlu diperbaiki. Oleh 

karena itu, rekomendasi telah dirumuskan untuk meningkatkan kapabilitas proses DSS01 

dari level 1 hingga level 3, dengan tujuan memperbaiki indikator yang belum tercapai dan 

memperkuat keseluruhan tata kelola TI organisasi. 

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, beberapa saran telah diidentifikasi. 

Pertama, disarankan agar organisasi menyusun SOP terkait operasional e-kelurahan 

secara komprehensif, mulai dari menangani masalah hingga dokumen penunjang lainnya, 

untuk meningkatkan level tata kelola TI dari 1 ke 3. Kedua, untuk meningkatkan kualitas 

penilaian, disarankan untuk menggunakan program penilaian COBIT yang lebih 

profesional daripada self-assessment yang digunakan dalam penelitian ini. Ini akan 

memberikan hasil penilaian yang lebih akurat dan mendalam. Ketiga, penelitian 

selanjutnya dapat memperluas penilaian kapabilitas proses tata kelola TI ke domain 

proses lainnya yang terdapat dalam COBIT 5. Dengan demikian, organisasi dapat memiliki 

pemahaman yang lebih komprehensif tentang keseluruhan tata kelola TI mereka dan 

dapat mengidentifikasi area di mana peningkatan diperlukan. 
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